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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

terhadap kinerja aparatur desa dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa 

Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan 

berdasarkan tiga indikator kinerja publik menurut Mardiasmo, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPD mendukung tercapainya penggunaan anggaran pembangunan 

TPST yang lebih hemat dan tepat sasaran, meskipun tidak secara langsung menghasilkan pendapatan desa. Dari 

sisi efisiensi, BPD dinilai mampu memfasilitasi komunikasi yang cepat antara pemerintah desa dan masyarakat, 

sehingga pelaksanaan pembangunan lebih responsif dan tidak boros. Sementara itu, TPST Mulyoagung juga 

berhasil membuka lapangan kerja dan mengurangi volume sampah ke TPA melalui pemilahan sampah. Namun, 

pengawasan substantif BPD belum optimal karena keterbatasan kewenangan dan kapasitas sumber daya manusia. 

Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas BPD agar pengawasan pembangunan berbasis 

masyarakat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. 
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Pendahuluan 
Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil 

yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengelola urusan rumah tangganya sendiri 

berdasarkan prinsip otonomi dan adat istiadat. Seiring 

dengan diberlakukannya sistem desentralisasi, desa 

diberikan ruang yang lebih luas untuk mengatur 

pembangunan dan pelayanan publik yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam kerangka 

ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi 

sebagai  lembaga  legislatif  desa  yang  bertugas 

menampung aspirasi, menyusun peraturan bersama 

kepala desa, serta mengawasi jalannya pemerintahan. 

Namun dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan 

BPD seringkali terhambat oleh keterbatasan regulasi, 

kapasitas sumber daya manusia, dan tidak adanya 

kewenangan teknis yang memadai. 

Ketua BPD Desa Mulyoagung menegaskan 

bahwa pengawasan yang dilakukan BPD hanya 

mencakup aspek kebijakan kepala desa, bukan 

pengawasan teknis terhadap bawahan kepala desa 

atau  audit  pelaksanaan  proyek.  Padahal,  dalam 

konteks pembangunan desa, terutama proyek-proyek 

strategis seperti pengelolaan lingkungan, fungsi 

pengawasan yang kuat sangat diperlukan untuk 

memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan 

kegiatan. Tanpa kewenangan dan kapasitas yang 

cukup, pengawasan yang dilakukan BPD cenderung 

bersifat prosedural dan tidak mampu menyentuh inti 

dari proses pembangunan. Hal ini tentu berdampak 

pada lemahnya kontrol sosial terhadap penggunaan 

dana publik dan hasil pembangunan di tingkat desa. 

Studi kasus TPST di Desa Mulyoagung 

menjadi gambaran nyata dari lemahnya peran 

pengawasan BPD dalam proyek pembangunan desa. 

Proyek TPST yang dilaksanakan pada tahun 2009– 

2010 muncul bukan dari perencanaan partisipatif 

desa, melainkan sebagai respons cepat atas somasi 

dari Dinas Pengairan akibat pencemaran sungai. 

Bantuan yang diterima desa berasal dari APBN dan 

disalurkan langsung ke Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM), bukan melalui anggaran desa. 

Oleh karena itu, BPD tidak memiliki kewenangan 

formal untuk melakukan pengawasan terhadap 

penggunaan dana maupun pelaksanaan proyek. Celah 

ini memperlihatkan bagaimana struktur kelembagaan 
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yang tidak sinergis dapat menghambat pengawasan 

dan menciptakan ketimpangan dalam akuntabilitas 

pembangunan.  

Meskipun demikian, TPST Mulyoagung saat 

ini menjadi model pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat yang cukup berhasil. TPST ini mampu 

mengolah 8–9 ton sampah setiap hari, menghasilkan 

kompos, menyediakan lapangan pekerjaan bagi 

warga lokal, serta mengurangi ketergantungan pada 

Tempat Pembuangan   Akhir  (TPA). 

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan 

partisipasi masyarakat dan pengelolaan yang tepat, 

pembangunan desa dapat berjalan efektif. Namun, 

keberhasilan ini tetap tidak menutupi pentingnya 

penguatan sistem pengawasan dari hulu ke hilir. 

Keterlibatan BPD perlu dioptimalkan sejak tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, agar 

proyek seperti TPST tidak hanya berjalan sukses 

secara teknis, tetapi juga akuntabel secara 

kelembagaan. 

Dengan demikian, penguatan peran BPD 

dalam pengawasan pembangunan desa menjadi 

krusial, terutama di era desentralisasi dan 

meningkatnya  kompleksitas  masalah  lingkungan 

seperti sampah. Regulasi yang lebih jelas, pelatihan 

teknis bagi anggota BPD, serta kolaborasi lintas 

lembaga perlu dikembangkan untuk mendorong BPD 

berperan secara aktif dan substantif dalam 

pembangunan desa. Pengalaman Desa Mulyoagung 

seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa 

pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya 

didorong oleh pendanaan dan infrastruktur, tetapi 

juga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, 

partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis fungsi dan peran 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

terhadap kinerja aparatur desa dalam 

pembangunan TPST? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis fungsi dan peran 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

terhadap kinerja aparatur desa dalam 

membangun TPST 

 

Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian Manfaat bagi ilmu administrasi publik 

dari judul ini diharapkan dapat memperkaya 

literatur dan pemahaman ilmiah mengenai fungsi 

pengawasan yang dijalankan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai lembaga 

legislatif desa yang memiliki peran representatif 

untuk menyuarakan aspirasi masyarakat serta 

mengawal setiap tahapan proses pembangunan di 

tingkat desa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian Manfaat bagi ilmu administrasi 

publik Menjadi contoh penerapan teori 

pengawasan publik di tingkat desa yang dapat 

dijadikan referensi dalam penelitian sejenis, atau 

dalam pengembangan model pengawasan yang 

lebih adaptif dengan kondisi lokal. 

 

Tinjauan Pustaka 
Peran 

Peran adalah bentuk perilaku yang dijalankan 

oleh individu maupun kelompok sesuai dengan 

kedudukan dalam struktur sosial. Sifatnya dinamis 

dan dapat berubah seiring perkembangan masyarakat 

serta tuntutan sosial. Teori peran berfungsi 

menjelaskan bagaimana stabilitas sosial 

dipertahankan melalui pembagian fungsi dan 

tanggung jawab, sekaligus menggambarkan pola 

interaksi antaranggota masyarakat. Ketidaksesuaian 

dalam pelaksanaan peran dapat menimbulkan potensi 

konflik. 

 

Akuntabilitas Publik 

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban 

pihak yang diberi wewenang untuk 

mempertanggungjawabkan tindakannya kepada 

pemberi mandat. Konsep ini menekankan 

transparansi, keterlibatan masyarakat, serta 

pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Dalam tata 

kelola pemerintahan, akuntabilitas berperan penting 

dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat 

fungsi pengawasan sosial, serta menegakkan prinsip 

good governance yang meliputi partisipasi, 

keterbukaan informasi, responsivitas, dan keadilan. 

 

Kinerja 

Kinerja di sektor publik dinilai melalui 

indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E). 

Tujuan pengukurannya adalah menilai keberhasilan 

pelaksanaan program, mendukung pengambilan 

keputusan yang lebih baik, serta memperkuat 

akuntabilitas pemerintah. 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

BPD merupakan lembaga strategis dalam 

pemerintahan desa yang anggotanya dipilih secara 

demokratis dari perwakilan wilayah di desa. 

Keberadaannya memastikan keterwakilan masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi 

wadah penyampaian aspirasi warga (Fauziah, 2020). 

Sebagai representasi rakyat, BPD tidak hanya 

menyalurkan aspirasi, tetapi juga berperan penting 

dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya 

pemerintahan desa. Lembaga ini menjadi mediator 
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antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga 

kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan 

sesuai kebutuhan warga. 

Dalam struktur pemerintahan desa, kepala 

desa bertugas melaksanakan kebijakan, sementara 

BPD berfungsi mengawasi kinerja agar tetap sesuai 

ketentuan hukum, transparan, dan demokratis. Selain 

itu, BPD turut berperan dalam proses pembentukan 

peraturan desa, sehingga tidak hanya menjadi 

lembaga pengawas, tetapi juga berkontribusi pada 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Metode Penelitian 
Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Metode penelitian 

menggunakan metode kualitatif dan pendekatan 

deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2017). 

 

Fokus Penelitian 

Penelitian menekankan pada inti wawasan 

yang diperoleh melalui pengalaman peneliti dan 

pengetahuan yang didapatkan dari kajian literatur 

ilmiah (Moleong, 2014). Penelitian ini memfokuskan 

diri pada analisis fungsi BPD terhadap kinerja 

aparatur desa pada pelaksanaan pembangunan TPST. 

Aspek-aspek utama yang diteliti mencakup 

efektivitas dan dampak terhadap masyarakat setempat 

terkait adanya pembangunan TPST. Selain itu, 

penelitian ini juga menganalisis bagaimana strategi 

pembangunan TPST yang diharapkan oleh 

masyarakat, serta mengkaji kendala dan tantangan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan 

TPST. 

 

Situs dan Latar Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di 

Kantor Ds Mulyoagung Kec Dau Kabupaten Malang. 

Pemilihan Kantor Desa Mulyoagung didasarkan pada 

tupoksi aparatur desa untuk menyelanggarakan 

perencanaan pelaksanaan Pembangunan TPST. 

 

Sumber Data 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung dari sumber aslinya tanpa melalui 

perantara yaitu menjadi subyek penelitian. Data 

primer dihasilkan melalui wawancara, observasi 

dan dokumentasi secara langsung yang 

ditunjukkan kepada informan di Kantor Desa 

Mulyoagung. 

2. Sumber Sekunder Sumber ini mencakup berbagai 

referensi seperti buku, jurnal, artikel, berita dan 

fakta lapangan yang diperoleh oleh penulis. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, data primer 

diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, 

dan dokumentasi. Peneliti perlu cermat memahami 

informasi yang diberikan narasumber agar hasil 

penelitian akurat serta relevan dengan topik yang 

dikaji. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data 

meliputi: 

1. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab 

langsung antara peneliti dan narasumber 

terkait analisis fungsi BPD terhadap kinerja 

aparatur desa dalam pembangunan TPST. 

2. Observasi pengamatan langsung di lokasi 

penelitian untuk memahami kondisi nyata 

serta membandingkannya dengan teori. 

3. Dokumentasi pemanfaatan arsip, peraturan, 

artikel, maupun sumber resmi lain, termasuk 

data dari situs Desa Mulyoagung dan catatan 

aparatur desa, sebagai bahan pendukung 

penelitian. 

 

Teknik Analisis Data 

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana 

(2014), analisis data kualitatif dilakukan secara 

berkesinambungan, baik saat proses pengumpulan 

maupun setelah data terkumpul. Proses analisis 

mencakup empat tahapan utama: 

1. Kondensasi Data – proses mereduksi dan 

menyederhanakan informasi dari catatan 

lapangan, transkrip wawancara, maupun 

dokumen sehingga lebih terarah pada fokus 

penelitian. 

2. Pengumpulan Data – data dikumpulkan 

melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif 

dengan menelaah, mendeskripsikan, serta 

menarik makna dari informasi yang diperoleh. 

3. Penyajian Data – hasil data yang telah 

direduksi disajikan, umumnya dalam bentuk 

teks naratif, untuk mempermudah pemahaman 

serta perumusan langkah analisis berikutnya. 

4. Penarikan Kesimpulan – tahap akhir 

berupa penafsiran dan penyimpulan hasil 

penelitian berdasarkan data yang telah 

direduksi dan disajikan. 

 

Pembahasan 
Pengawasan merupakan aspek penting 

dalam proses pembangunan desa, karena tidak hanya 

berfungsi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan 

program dengan rencana, tetapi juga menjadi 

instrumen akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. 

Dalam konteks pembangunan TPST, fungsi 

pengawasan yang dilakukan memainkan peranan 

penting dalam mendampingi kinerja aparatur desa. 
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Pengawasan dilakukan dalam berbagai bentuk, baik 

internal maupun eksternal, termasuk pengawasan 

sosial oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah 

memastikan agar proses pembangunan berjalan 

efektif, efisien, dan memberikan dampak ekonomi 

yang nyata kepada masyarakat. 

Berdasarkan indikator ekonomi menurut 

teori kinerja Mardiasmo (2009), fungsi pengawasan 

BPD dapat membantu menciptakan pengelolaan 

anggaran yang hemat dan tepat guna. Meskipun tidak 

secara langsung menghasilkan pendapatan, BPD 

berperan besar dalam menjaga agar dana desa 

digunakan sesuai prioritas. Melalui musyawarah dan 

pengawasan terhadap perencanaan program seperti 

pembangunan infrastruktur desa atau pemberdayaan 

ekonomi, BPD memastikan bahwa sumber daya yang 

terbatas tetap memberi manfaat yang maksimal. 

Dampak ekonomi TPST pun terasa langsung, seperti 

pembukaan lapangan kerja dan pendapatan dari 

penjualan sampah daur ulang, serta secara tidak 

langsung melalui peningkatan kualitas lingkungan 

yang berdampak pada penghematan biaya kesehatan 

dan peningkatan citra desa. 

Dari sisi efisiensi, pengawasan BPD 

mendukung optimalisasi penggunaan sumber daya 

desa. Efisiensi ini tampak dari bagaimana BPD 

menyalurkan aspirasi masyarakat tanpa birokrasi 

yang rumit, tetapi melalui musyawarah yang bersifat 

langsung dan terbuka. Hal ini mempercepat 

pengambilan keputusan dan penanganan masalah. Di 

sisi lain, TPST juga menerapkan sistem efisien 

dengan melibatkan RT dan RW dalam pengumpulan 

sampah, sehingga beban kerja TPST menjadi lebih 

ringan dan biaya operasional dapat ditekan. Kedua 

pihak menunjukkan sinergi yang baik dalam 

menciptakan sistem kerja yang hemat biaya dan 

tenaga namun tetap menghasilkan dampak nyata. 

Dalam indikator efektivitas, pengawasan 

BPD turut mendorong tercapainya tujuan 

pembangunan TPST secara menyeluruh. Efektivitas 

tidak hanya dilihat dari terlaksananya program sesuai 

rencana, tetapi juga pada sejauh mana program 

tersebut mampu menyelesaikan permasalahan utama 

di masyarakat, seperti penumpukan sampah dan 

rendahnya kesadaran lingkungan. Pengawasan BPD 

membantu memastikan bahwa pembangunan TPST 

tidak menyimpang dari tujuan awal dan tetap 

berpihak pada kepentingan warga. Sementara itu, 

TPST terbukti efektif melalui berbagai hasil nyata di 

lapangan, seperti lingkungan bersih, pengurangan 

sampah liar, dan pemanfaatan sampah menjadi 

sumber ekonomi baru bagi warga. 

Secara  keseluruhan,  analisis  fungsi 

pengawasan BPD dalam pembangunan TPST 

menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kontribusi 

strategis dalam mendukung tercapainya 

pembangunan desa yang berkelanjutan. Baik dalam 

aspek ekonomi, efisiensi, maupun efektivitas, 

pengawasan BPD terbukti mampu memperkuat 

sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. TPST 

menjadi wujud nyata keberhasilan kolaborasi 

tersebut, di mana pengelolaan sampah tidak hanya 

menyelesaikan persoalan lingkungan tetapi juga 

membuka peluang ekonomi baru. Pengawasan yang 

dilakukan oleh BPD bukan sekadar formalitas, tetapi 

menjadi bagian dari proses demokratisasi 

pembangunan desa yang berbasis pada keterbukaan, 

akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. 

 

Kesimpulan 
Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam 

mendukung keberhasilan pembangunan Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa 

Mulyoagung. Dari segi ekonomi, BPD berkontribusi 

dalam memastikan penggunaan anggaran desa 

dilakukan secara hemat dan tepat sasaran, sehingga 

manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh 

masyarakat. Secara efisien, BPD menjalankan 

pengawasan melalui pendekatan partisipatif di tingkat 

dusun dan RT, yang berdampak pada efektivitas 

pengumpulan informasi serta pengambilan keputusan 

yang lebih tepat. Efektivitas pengawasan BPD juga 

terbukti dalam memastikan pembangunan TPST 

berjalan sesuai rencana, memberikan hasil nyata 

seperti lingkungan desa yang bersih, penambahan 

pendapatan warga, serta berkurangnya pencemaran 

akibat sampah. 

Secara keseluruhan, sinergi antara fungsi 

pengawasan BPD dan kinerja TPST menghasilkan 

proses pembangunan yang lebih ekonomis, efisien, 

dan efektif. Keberhasilan ini menunjukkan 

pentingnya pengawasan yang aktif, partisipatif, dan 

berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan 

memperkuat koordinasi antara BPD, pemerintah 

desa, dan pengelola TPST, serta mendorong peran 

kelembagaan lokal seperti RT dan RW, pembangunan 

berbasis lingkungan dapat diwujudkan secara 

berkelanjutan demi mendukung peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa.. 
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